
BUPATI PASURUAN 

PRO VIN SI JA WA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 

NOMOR   221   TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 13 TAHUN 2023 

TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA DAN GAJI KETIGA 

BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN 2023 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASURUAN, 

bahwa sehubungan dengan tersedianya anggaran dan 

permohonan pencairan dari Inspektorat Kabupaten 

Pasuruan atas gaji ketiga belas dari komponen tambahan 

penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi, maka perlu 

menetapkan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 

Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Tunjungan Hari Raya 

dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 dengan 

Peraturan Bupati; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita

Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­

Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

✓ 



Menetapkan 

5 . Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang 
Pemberian Tunja ngan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas 
Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, 
dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787); 

6 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
157); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

8 . Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Teknis 
Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas 
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun 2023. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 13 TAHUN 2023 
TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA 
DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
2023 

Pasal I 

Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf e 
diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal4 

(1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
( 1) diberikan bagi Bupati dan Wakil Bupati meliputi: 

a. gaji pokok; 

b . tunjangan keluarga; 

c. tunjangan pangan; 

d . tunjangan jabatan atau tunjangan umum. 



(2) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(1) diberikan bagi PNS dan PPPK meliputi: 

a. gaji pokok; 

b. tunjangan keluarga; 

c. tunjangan pangan; 

d. tunjangan jabatan a tau tunjangan umum; dan 

e. tambahan penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh 
persen) berdasarkan kreteria beban kerja, prestasi kerja 
dan kelangkaan profesi 

sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas 
jabatannya. 

(3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan bagi CPNS meliputi : 

a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS; 

b. tunjangan keluarga; 

c. tunjangan pangan; 

d. tunjangan umum; dan 

e. tambahan penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh 
persen) berdasarkan kreteria beban kerja, prestasi kerja 
dan kelangkaan profesi 

sesuai pangkat, ja batan, peringkat jabatan, atau kelas 
jabatannya 

(4) Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima tambahan 
penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, 
dapat diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) 
tunjangan profesi guru atau paling banyak 50% (lima puluh 
persen) tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara 
yang diterima dalam 1 (satu) bulan. 

(5) Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi 
dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan 
Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

(6) Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan Badan Layanan Umum 
Daerah dan Pegawai Non Pegawai Aparartur Sipil negara 
pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan 
keuangan Badan Layanan Umum Daerah paling banyak 
sebesar Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada 
Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang peringkat 
jabatannya atau gradenya setara. 

Pasal II 



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Pasuruan. 

TELAH DITELITI 

PEJABAT TANGGAL 

Sekda 

Asisten PKR 

Ka.BPKPD 

Inspektur 
Kabag Hukum 

Sekretaris BPKPD 

Kabid. Anggaran 

Ditetapkan di Pasuruan 
pada tanggal 31 Agustus 2023 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PASURUAN, 

ttd.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Agustus 2023 

BUPATI PASURUAN,

           ttd.

M. IRSYAD YUSUF

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 221 




